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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kebutuhan masyarakat akan kecepatan, kehandalan dan keamanan dalam bertransaksi semakin meningkat seiring dengan globalisasi perekonomian dunia. Para pelaku usaha tentunya menginginkan agar kegiatan usaha dapat terus berputar dan kecepatan pembayaran/bertransaksi dapat menunjang kegiatan usaha. Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran, telah memahami sepenuhnya keinginan masyarakat tersebut karena memang tujuan Bank Indonesia untuk memperlancar kegiatan sistem pembayaran di Indonesia.
 Salah satu mekanisme dalam sistem pembayaran adalah kliring, yaitu pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Maka dalam hal ini bank mengeluarkan alat pembayaran berupa Cek Billyet Giro (BG), pembayaran dengan CEK BG tentunya cara ini akan lebih aman dibandingkan dengan membayar uang tunai (cash) apalagi kalau jumlahnya  relatif besar. Dengan demikian akan membuat masyarakat menyadari adanya kemudahan dengan tersedianya alat pembayaran yang lebih mempermudah segala sesuatunya saat mereka ingin bertransaksi.
Disisi lain masalah dapat timbul apabila nasabah mempunyai selembar cek dari nasabah bank lainnya, tetapi pada saat si penerima akan menguangkan cek tersebut ke bank penerbit. Jika bank penerbit cek berada jauh dari lokasi nasabah yang ingin menguangkan cek tersebut maka akan diperlukan waktu yang  lama. Masalah lain jika bank yang mengeluarkan cek tersebut ternyata banyak, misalnya nasabah ingin mencairkan cek tersebut sebanyak lima lembar pada bank yang berbeda, otomatis akan memerlukan waktu yang cukup banyak. Disamping itu nasabah juga perlu mempertimbangkan biaya untuk mencairkan, belum lagi faktor keamanan uang pada saat dicairkan. Masalah lainnya yang sering timbul dalam pelaksanaan kliring khususnya pada kliring debet yang pelaksanaannya manual adalah kesalahan administratif atau kesalahan pencatatan Ketelitian dalam penulisan data-data sangat dibutuhkan dalam menghindari kesalahan dalam penulisan atau pencatatan agar tidak terjadi pengembalian warkat. Banyak kasus di temui dalam pengembalian warkat dikarenakan terdapatnya kecacatan dalam penulisan warkat. Dalam kliring kreditpun yang pelaksanaannya sudah modern atau online, jika anggota kliring tidak konsentrasi dalam bekerja bisa saja salam menulis atau mengisi data warkat sehingga dapat memicu terjadinya kesalahan pencatatan.
Untuk mengatasi masalah tersebut bank menyediakan jasa kliring (clearing). Kliring pun dilaksanakan dengan beberapa prosedur kerja yang di koordinasi oleh Bank Indonesia. Kliring yang merupakan jasa penyelesaian utang-piutang antar bank dengan cara saling menagih warkat yang akan dikliringkan ke lembaga kliring. Penyelesaian utang-piutang dimaksud adalah penagihan cek/BG melalui bank. Sedangkan pengertian warkat-warkat adalah surat berharga seperti cek, BG atau surat piutang lainnya. Lembaga kliring merupakan lembaga yang dibentuk serta koordinasi oleh Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran. Bank yang ikut kliring disebut peserta kliring dan merupakan bank yang memperoleh izin dari Bank Indonesia.
Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 (UU BI), menyebutkan bahwa tugas bank Indonesia yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Untuk mewujudkan  sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal yang mendukung stabilitas sistem keuangan maka sesuai Pasal 16 UU BI, Bank Indonesia menyelenggarakan sistem kliring antar bank yang dikenal dengan nama Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia atau dikenal dengan nama SKNBI. Penyelenggaraan Kliring oleh Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem Kliring Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor:12/5/PBI/2010 tanggal 12 Maret 2010 (PBI- SKNBI).
Sebagai pengawas, Bank Indonesia dibekali dengan kewenangan yang berkaitan dengan perizinan, mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang memberikan landasan  kerja yang sehat bagi perbankan, mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuaan yang berlaku dan memberikan pembinaan kepada bank-bank baik dalam bentuk penalti terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh bank ataupun pemberian fasilitas bagi perbankan untuk mendorong perkembangan sistem perbankan yang sehat. Karena kita tahu bersama apabila sistem pembayaran atau siklus pembayaran di daerah aman dan efisien maka hal tersebut akan mendukung kelancaran perekonomian di daerah itu sendiri.
[bookmark: _GoBack]Berdasarkan uraian diatas maka kegiatan penyelenggaraan kliring yang terus meningkat sejalan dengan pesatnya pertumbuhan  perekonomian bangsa, maka penulis tertarik untuk mengetahui pentingnya kegiatan kliring terhadap dunia perbankan maka penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan dua peserta kliring dengan profit terbesar di Indonesia berdasarkan data dari Statistik perbankan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang dalam hal ini yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri, penulis memilih judul “Analisis Implementasi Sistem Akuntansi Kliring”.
1.2 Batasan Masalah
Sesuai dengan latar belakang di atas maka penulis membatasi penulisan ini hanya untuk mengetahui implementasi pada sistem akuntansi kliring yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Utara terhadap perbankan khususnya Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri.
1.3 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang pemilihan judul diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana implementasi terhadap sistem akuntansi kliring yang dilaksanakan pada kantor perwakilan wilayah Bank Indonesia provinsi Sulawesi Utara?
2. Bagaimana prosedur kerja dalam pelaksanaan kliring di kantor perwakilan wilayah Bank Indonesia provinsi Sulawesi Utara?
3. Adakah hambatan yang dihadapi dalam implementasi kliring?
4. Peran Bank Indonesia sebagai bank pelaksanaan kliring.
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk:
1. Mengungkapkan hasil implementasi dari sistem akuntansi kliring tersebut.
2. Menjelasksan prosedur kerja dalam kliring di kantor perwakilan wilayah Bank Indonesia provinsi Sulawesi Utara.
3. Menjelaskan hambatan-hambatan yang sering dihadapi dalam kliring.
4. Mengetahui sejauh mana peran Bank Indonesia dalam pelaksanaan kliring.
1.5 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk:
1. Sebagai bahan masukan bagi pihak perbankan khususnya mengenai implementasi sistem akuntansi kliring dalam mempermudah lalulintas pembayaran dan juga untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam pengimplementasian kliring di kantor perwakilan wilayah Bank Indonesia provinsi Sulawesi Utara.
2. Dengan adanya penulisan ini, maka menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sistem akuntansi kliring maupun implementasinya yang dilaksanakan di kantor perwakilan wilayah Bank Indonesia provinsi Sulawesi Utara.
3. Dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan kurikulum khususnya program studi D4 dan penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.
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